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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor yang menyebabkan pengajuan Raperda di luar Propemperda di 

Kabupaten Sragen adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Kabupaten 

Sragen yang sangat cepat hingga menyebabkan rumah sakit over capacity dan 

Surat Edaran Bupati yang semula dapat menghimbau masyarakat menjadi tidak 

cukup untuk mentertibkan masyarakat karena tidak terdapat sanksi tegas yang 

mengatur didalamnya.  

2. Mekanisme Penyusunan Perda dengan Pengajuan Raperda Di luar 

Propemperda sama halnya dengan Penyusunan Perda yang Raperdanya sudah 

ditetapkan dalam Propemperda. Namun perlu diawali dengan Kepala Daerah 

Kabupaten Sragen mengajukan Surat Keterangan perihal usulan penambahan 

raperda diluar propemperda Kabupaten Sragen kepada pimpinan DPRD untuk 

dimasukan  ke dalam sisipan Propemperda yang sedang berjalan dan dibahas 

dalam rapat paripurna dengan agenda perubahan usulan propemperda 

Kabupaten Sragen tahun 2021 untuk  dimasukkan kedalam Raperda Kumulatif 

terbuka untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala 

Daerah setelah disepakati dan disetujui maka akan ditetapkan dengan 

Keputusan pimpinan DPRD mengenai perubahan dan penambahan 

Propemperda Kabupaten Sragen tahun 2021. 
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B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, saran yang 

dapat penulis berikan adalah : 

1. Pemerintah Kabupaten Sragen kedepannya dapat lebih responsif dalam 

menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sragen 

sehingga ketika menyusun kebijakan baru yang bertujuan untuk metertibkan 

masyarakat tidak perlu mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah 

Sragen yang sudah ditetapkan, melainkan dapat mengajukan rancangan 

Peraturan Daerah sebelum Program Pembentukan Peraturan Daerah 

ditetapkan.  

2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi 

agar dapat mentaati peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sragen, sehingga untuk kedepannya jika terdapat permasalahan-permasalahan 

yang terjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tidak perlu membuat 

kebijakan yang berupa Peraturan Daera untuk mentertibkan masyarakat. 
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